
LAPORAhJ PANITI KHUSUS 
! 

PEMBAHASAN RANPE DA TqNTANG 
' I ' 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 
' . 

I I j 

Disampaikan pada Acara Rapat Gabungan Komisi 
I I 

Hari Senin, Tanggal 3 Agustus 2015 
' 

Assalamu 'a!alkum Warahmatullah Wabarakatuh 
I 

Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Yth. Sdr. Ketua-ketua Komisi 
I 

Yth. Sdr. Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi iumatera Barat . 

Yth. Para Hadirin yang berbahagia 

1
. 

Puji dan syukur, marilah kita persembahanka, keh~dirat Allah SWT, karena atas 

limpahan Rahmat dan karunia-Nya kita oapat melaksanakan Rapat Gabungan Komisi 
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' 
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' . 
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dengan berbagai kegiatan pembahasan mulai d~ri Rapat Kerja Panitia Khusys dengan
1 

mitra kerja terkait, melakukan konsultasi ~wal ke Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara can RB dan Biro Organiso~i Kenjenterian Dalam Negeri, Study 
.I ' 

komperatif ke Provinsi Bali dan Provinsi J~wa B~rat, Konsultasi akhir ke Biro 
' 

Hukum Kementerian Dalam Negeri sertci ra~a~ finali~asi hasil pembahasan. 

•· 



I .. PENDAHV!.UAN 

A. Latar Belakang 
I 

I I 

Pelayanan publik pada dasarnya menycingkut aspek kehidupan yang sangat 
i . 

luas. Dalam kehidupan bernegara, !maka pemerintah memiliki fungsi 

memberikan berbagai pelayanan PllPii yang diperlukan oleh masyarakat.' 
' 

mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-

pelayanan lain dalam rangka memenuhi: kebutuhan masyarakat dalam bidang 
. ! 

pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan lainnyd. Berbagai gerakan reformasi 

publik ( public reform) yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 

1990-an banyak diilhami oieh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan 

kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. 

' 

Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari 

f1Jngsi aparatur negaro sebagai abdi 
1

masyarakct, disamping sebagai abdi 

negara. Pelayanan tersebut diberikan ~ntuk memenuhi hak masyarakat, baik 

itu merupakan layanan civil mc:iupu~ layanan publik. Artinya kegiatan 
I ' 

pelayanan pada dasarny(l menyangkut p~menuhan· SIJatu hak. Ia melekat pada 

setiap orang, baik secara pribadi m.tupun. berkelompok (organisasi), dan 

dilakukan secara universal. 1 

Salah satu faktor penentl,l tingkat keber·hasilon dalam penyelenggaraan tata 

kelola pemerintuhan adalah tercipto~ya kepuasan bagi masyarakat dalam 
' 

menerima pelayanan yang diberikan' oleh ~ pemerintah. Penyelenggaraan 

pelayanan publik dapat menjadi loko~otif dalam upoya perubahan menuju 

pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan pr1ma. 
I 

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah berupaya 

mengembangkan dan meningkatkan k~alitas pela:anan yang akan membawa 

implikasi terhar:!ap kepuosan masyardkat, sesuai dengan yang terkandung 
I 

~~.~~~~ .. ~.~~a::,-.~n~:::.~~~~o:A~~~~::r~~~~~ ::n:n~'~:~~:nan Publik dan 



B. Dasar Hukum 

1. Paso! 18 ayat (6) 

Tahun 1945; 

I 

I 
i 

Undang-Undan~ Dasar Negara Republik Indonesia 

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
1 

Undang \)arurat Nomor 19 Tahun 1195? tentang Pembentukan Daerah-

daerah Swatantra Tingkat I Sumotera Barat, Jambi dan Riau Sebagai 

Undong-Undang (Lemboran Nega~a Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 112, Tambahon Lembaran 1 Negara Republik Indonesia Nomor 

1646); ; 1 

3. Undang-Undang Nomor 37 Ta~un ~008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia (Lemaran Negara Repu~lik I(ldonesia Tahun 2008 Nomor 

139, Tambahan Lembaran Negara ~epubl~k Indonesia Nomor 4899); 

4. Undang-llndang Nomor 25 T0hun 2009 tentong Pelayanan Publik 
' ' ' 

(Lembaran Negara Republik In1onesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Repuqlik I!'ldonesia Nomor 5038); 
I 

5. Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ); 

6. Undang-Undang Nomor Tahu~ 23! Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
I 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
I 

Tambahan Lembaran Negara R~publik Indonesia Nomor 5587), 
I 

sebagaimana telah di1.1bah dengc!h Unqang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang PemerintahJn ·Da
1
erah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor /58, 'i;ambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 56 79) :! 



I 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 681 Tahun 1999 tentang Tata Cora 

Pelaksanaan Per·an Ser-ta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 
I 

(Lembaran Negara Republik , Inqonesia Tahun 1999 Nomor 129. 

Tambahan Lembaran Negara R~publlik indon.esia Nomor 3866); 

8. Peraturon Pemerintah Nomor' 9o j Tohun 2012 tentang Pela~sanaan 

Undang Undang Nomor 25 Tahuh 2009 tentang Pelayanan Publik 
I . 

(Lembaran 1\Jegara Republik In1onesia Tahun 2012 Nomor 215. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 76 !ahun 2013 tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik (Lem~aran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 191); 

10. Peraturan Menteri Pe11dayagunaaf Aparatur Negara Dan Reformsi 

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Te~tang Pedoman Standar Pelayanan; 

11. Peratl.)ran Menteri Pendayag~naa~ Aparatur. Negara Dan Reformsi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 20l4 "tntang Survei Kepuasan Masyarakat ' 

Terhadap Penyelenggaraan Pelayan9n Publik; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaa~ ApJratur Negara Dan Reformsi 
' 

Birokrasi Nomor 24 Tahun, 2014. Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pengelolaan Pengaduan Pelayohani Publik S~cara Nasional; 
I I 

13. Peraturan Menteri Pendayaguriaa~ Apo.r'atur Negara Dan Reformsi 
I 

Birokrasi Nomor 30 TahLin 2014 irentang Pedoman Inovasi Pelayanan 

Publik; dan 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaar. Aparatur Negara Dan Reformsi 

Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 ~entang Pedoman Evaluasi Kiner ja 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 



<;. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

• Untuk memberikan kepastian hukum 

- Memberikun kejelasan :hubungan antara masyarakat dengan 

penyelenggara pelayanan publik 

2. Tujuan 

Tujuan dilakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat tentang Penyelenggoraan Pelayanan Publik adalah : 

a. Mewujuc;lkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan 

kewenangan pihak yang ter.kait I dengan penyelenggaraan pelayanan 
I I 

publik. 1 

I 

b. Mewujudkan sistem penyelengga1aan peleyanan publik yang baik sesuai 

dengan asas-asas umum penyelenJgaraa~ pemerintahan yang baik. 

c. Terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik 

yang baik; dan 

d. Mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik 

II. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Pembahasan 

Pembahasan Rancangan .Perati,Jrah D*erah tentang Pelaksanaan Pelayanan 

Publik adalah sebagai berikut : I 
1. Tanggal 16, 17 dan is Juni 2015 ,rapat ipembahasan Ranperda tentang 

Pelayanan Publik, Rapat pendahi.JI\JOI'\ ber$oma mitra kerja. 

2. Tanggal 19 c;lan 20 Jvni 201p kunjungan lapangan dalam rangka melihat 
' . 

: ' 

langsung layanan publik ke Sains¢t Kotd Padang, RSJ HB. Sa'nin dan 
I ! 

! 
RSUD Kota Pariaman. 



I 
I 

3. Tanggal 21 s.d 24 Juni 2015 KonJitasi k
1

e Kementerian Pendayagunaan 
I 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Biro Organisasi 
I Kementerian Dalam Negeri. 
I 

4. Tanggal 25 dan 26 Juni 2015 kunj ngan lapangan dalam rangka melihat 

langsung layonan publik ke Samsa KotaBukittingi dan RSUD Achmad . 

Much tar. 

5. Tanggal 27 dan 28 Juni 2015 kunj ngan lapangan dalam rangka melihat 

langsung layanan publik ke Samsa', Kab~paten Solok dan RSUD Kota 

Solok. 
I 

6. Tanggal 29 Juni s.d 4 Juli 2015 StJdi Banding Ranperda ke Provinsi Bali 
I 

dan Provinsi Jawa Barat'. I 
' 

7. Tanggal 7 dan 23 Juli 2015 ropat kerja dengan SKPD terkait, 

pembahasan pasal perpasal. 

8. Tanggal 26 s.d 29 J1.1li 2015 Konsultasi akhir ke Biro Hukum 

Kementerian Dalam Negeri. 

9. Tanggal 3 Agustus 2015 Rapat' gab~ngan Komisi pembahasan R~nperda 
I 

tentang Perlindungon Pe.1yandang l;>isabilitas. 

B. Hasil Pembahasan 

Dari rangkaian kegiatan pembahasan yang telah dilaksanakan mulai dari 
I 

Rapat Ker ja, peninjauan lapangah, konsultasi awal, Study komparatif, dan 
I . 

pembahasan perpasal dan konsultasi !akhir serta rapat finalisasi dalam 

rangka memperoleh masukan, pendapat dan sumbang saran, maka diperoleh 

hasil pembahasan sbb. 

1. Rapat pendoh1.1luan dengan mitra kerja : 

- Melakukan rapat dengan mitrd ker ja dalam Pembahasan Ranperda 

tentang Pelayanan Publik. 



I 

- Peni njauan 
I 

lapangan dalam nangka 
I 

kesiapan SKPD dalam layanan 
I 

publik, rumah sakit-rumah sakit dalam melayanan masyarakat. 
I ' 

- Menyusun/menghimpun materi yang akan dikonsultasikan ke 

Kementerian Pendaya~unaan Aparatur: Ne!1ara dan Reformasi 

Birokrasi Biro Hukum dan k~ Biro Organisasi Kementerian Dalam 

Negeri. 

2. Konsultasi Ke Kementerian Pen~ayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi 

Dari konsultasi yang ~ilaksahakar, c;!iperoleh masukan dan informasi 

sbb : , I 
a. Kondisi Indonesia pada sadt ini terdapat 3 masalah dalam 

pembangunan c;!iantaranya : 

Korupsi 

- Birokrasi 

- Infrastruktllr 

b. Dalam pelayanan publik ada dub Undahg-undang yang dipakai yaitu: 
I . 

1. UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia 

2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

c. Undang-undang ini yang menjembatani bagi undang-undang sektor 

lainnya seperti keseha·tan, pendidikan dll. 

d. Perlunya pengi.Jatan dan pembel' dayaan masyarakat agar ter jadinya 

interaksi kedua belah pihak, dimqna pemerintah melaksanakan 
. i 

tugasnya dan masy·arakat melc!tksana'kan hak dan kewajiban untuk 

memperoleh palayanctn yang berkualitas. 

I 



I 
I I 

e. Dasar pemikiran undang-undanf pelayanan publik adalah : 

- Pengakuan bahwa negara berkewajil;an melayani setiap warga 

negara dan penouduk un~uk memenuhi hak dan kebutuhan 

dasarnya (fundqmental hu"(an rights) 

- Norma hukum untuk p~negbsan hak dan kewajiban setiap warga 

negara dan penduduk I ' 

Mendukung upaya meni~katkan kualitas dan menjamin 

penyediaan pelayanan puhlik dan metnberi perlindungan bagi 

setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgt,~naan 

wewenang dalam penyelengTaraan pelayanan publik 

f. Ruang lingkup pelayanan publi,k melipu~i Pengadaan dan penyaluran 

barang publik, penyediaan jas4 publi~, pelayanan administratif yang 

bersumber dari APBN/ APBD pelayanan publik terdiri dari barang, 
' 

g. Penyelenggara pelayanan publik adalah Instansi penyelenggara 

Negara, Korporasi (BUMN(BUMD), Lemoaga Independen dan 
' 

Swasta/Organisosi Mosyaraklt ya~g melaksanakan "misi negara 

kareno uu (RS Swosto, Sekflah Swasta, dll). 

h. Azas-azas pelayanan pu"lik .~aitu ; Kepentingan umum, Kepastian 

hukum, Kesamaan hak, Keseimbangan hak dan kewojiban, 

Keprofesionalan/profesionqlisme, . . Pari'isipatif, Persamaan 
. . I ~ 

perlakuan/tidak diskrimina+if,l Keterbukaan, Akuntabilitas, Fasilitas 

dan perlakuan khusus bagi' kdlompo~ renton, Ketepatan waktu dan 
I I 

Kecepatan, kemudahan, dan kdter jangkauan. 

i. Setiap pelayanan ha1·us oda Standar Operasional Prosedur 

Pelayanan Publik 

j. Pembinaan pelayanan publik ~i daerah adalah Gubenur sedangkan 
I 

penanggung jawab adalah S~PD yang menyelenggarakan, kegiata~ 

tersebut ini dapat diatur dala~ satu pasal. 



k. H""' jogo dlotoc hok do~ ke~ojlboo mP"f"'''' dolom poiOyoo doo 

kewaji!:>an dan larangan bagi p~nyelenggara pelayanan. 
tl I 

I. Sarona pengaduan juga horus :dibuat, sanksi yang diberikan dapat 

berupa sanksi administ1atif, ganti rugi pelayanan publik, dan 

sanksi pidona. 

m. Penggunaan Teknologi Infor1asi dan komunikasi sangat berguna 

dalam pengolahan data yang leoih akurat. 

n. Bagaimana pendelegasian pelayanan dari atas kebawah. 

3. Konsultasi Ke Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri 
I 

Dari konsultasi yang dilaksanakqn diperoleh masukan dan 

sbb: ! 

informasi 

I 
a. Biro organisasi Kementerian ~alam Negeri sudah menerapkan Unit 

•! I 
Layanan Administrasi (ULA), ada 13 layanan terpadu untuk Pemda 

dan LSM/masyarakat yang tertuang dalam brosur. 
I 

b. Semua layanan horus aca SO~ untuk' memaksimalkan layananan dan 

dievaluasi tiap tahun. SOP ~KPC> layanan publik untuk provinsi 

diatur secaro detail dengan Peraturan Gubernur. 

c. Koordinasi dan verifikasi disetiap SKPD sesuai kewenangan dan 

fungsi masing-masing SKPD. 

d. Dengan adonya \.JV Nomor 2~ tahun 2014 tentang Pemerinta~an 
I I ' 

Daerah, Peraturan pelal<san~ Pelayonan Publik akan ditetapkan 

dengon Peroturan Pemerintah~ 

e. Setiap SKPD oda SOP dan a a koordinasinya antar SKPD sesuai 
' I 

dengon kewenangonnya masing-masing. 



4. Studi Banding Ranperda Ke Pro~insi Bdli dan Jawa Barat 

a. Masukan dad Provinsi Bali: ! 

1. Pelayanan Publik di Prqvinsi Bali dengan penyempurnaan 
I 

perangkat daerah. 

2. Bali merupakan daerah Jariwsata, tidak mempunyai potensi 

alamnyo, yang ada pot~nsi I jaso. Standar pelayanan yang horus 

diutamakan acloloh pelayanat prima. 

3. Pelayonan prima dalam kon. ek pe!ayanan publik adalah pelayanan 

berkualitas, cepat, muddh, t~r jangkau, dan terukur yang 

diberikan oleh penyeibng~ar:'O layar\an kepada penerima. 

4. Be~erapa Prinsip yang dipe~omoni; dalam pelayanan jasa: 
I ! : 

- Mengutamakan Pelanggon. / 

- Sistem y~mg efektif. 
I 

- Melayani dengan Hati Nurani 

- Perba1kan berkc.lanJ'uton. 1 

.· I 
- Memberdayakan Pelanggon 

5. Setiap SKPD yang melay~nani publik dicantumkan SOP dari 

masing-masing kegiatan ya~f ada., 

6. Hakekat SOP diartikan sebagai. "petunjuk organisatoris yang 

menetapkan suat:,~ tindakan baku". 
: t 

7. SOP ditetapkan untuk rne~ghindari miskomunikasi, konflik, dan 

permasalahan pada pelc.kso~aan tugas/peker joan. 

8. Secc.ra menyeluruh SOP akan menggambarkan secara detail cora 

instansi beroperasi I beker ja. 

9. Inovasi yang dilakukon rumah sakit telah banyak dilakukan 

terobosan, namun inovasi kadaang-kadang bisa berujung dengan 

ranah hukum. 



I 
' 

10. Inovasi yang dilakukan olleh Samsat yaitu dengan' adanya 
I 

pembayaran pajak kendaroar di mal-mal. 

11. Dasar pelaksanaan pengawdsan SKPD dalam menjalankan SOP, 

dimana ketika pelaksanaan kegiatan keluar dari SOP berati 
' I 

ter jadi penyalahan penggul[laan w~wenang, karena SOP adalah 
I 

dasar pelaksanaan kegiatan,l 1 i 
I 
I 

b. Masukan dar! Provinsi Jawa Barat : 

1. Dalam Pelaytlnan perizinon yang paling susah memenuhi 

kelengkapan persyaratan perizinan yaitu rumah sakit 
' 

pemerintah, karena pengbnggarannya horus diketahui oleh 
I I ' 

kepalo daerah, sedangkan umah sakit swasta akan secepatnya 

untuk melengkapi kekurang nnyo .. , 

2. Perda Pelayanan Publik Pro' insi Jqwa Barat Nomor 6 tahun 2010 
' ' 

mengatur 11 hak, ruang lingkup, pembina dan penyelenggartl, hak, 

kewajiban dan larahgar, I pema~raatan Teknologi Informasi, 

peranserta masyarakat, pe~gawas~n dan sanksi. 

3. Pemerintah Provinsi Jawa ~arat )me.miliki 58 SKPD, dan dari 5 

SKPD tersebut terc;lapat lebih 130 UPTD yang memiliki layanan 

publik. 

4. Selain SKPD dan UPTD, BUMD juga horus membuat SOP. Ini 

juga diatur dengan Peratur6n Gubenur. 
I 

5. Dalam pembuatan ranperdr horus dibarengi dengan Peraturan 

Gubernur, agar Perda dimarsud bisa dijalankan. 

6. Sanksi yang diberikan terhadap petugas yg tidak melaksanakan 

peloyanan publik, g!Jbernur langsung mencopot jabatan dan 
' 

memindahkan petugas ter~ebut pada tempat lain. (sanksi yang 

nyata) 



j 

7. Dalam pelaksanaan sos.iali~asi Perda anggota DPRD diikut 

sertakan/terlibat dalam pelaksanaannya. 

5. Rapat Pembahasan Pasal Per Pasal 

Setelah dilakukan pelaksandnan j konsultasi awol dan studi banding 

dilakukanlah pembahasan pado tan,'ggal 7 dpn 24 Juli 2015 dengan hqsil 

pembahasan sebagai berikut : ' 

a. Ranperda awol semula terdiri dbri 5 Bob 36 Pasal, menjadi 7 Bob 42 

Pasal, sehingga ter jadi pergesJan Bob II dan pasal-pasal. 

b. Dalam konsideran menimbang huruf c ditambahkan sehingga huruf c 
' 

berbunyi bahwa "Pemerintah · D9erah wajib menjo.min terselenggaranya 

pelayanan publik berdasarkan · uruson pemerintahan yang menjadi 
' 

kewenangan daerah $ebc:Lgaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

' sebc:Lgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentc:Lng Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tc:Lhun 2Q14 te~tan~ Pemerintahan Daerah 

c. Pad a Pasal 1 ditarnbahkah s1tu Pengertian SKPD pad a angka. 5 

sehingga pengertian yang tadinya 14 angka menjadi 15 angka : 

5. Satuan Kerja Perangkat 4aerah yang selanjutnya di~ingkat 
SKPI) c:Ldalah $atuan Ker}a Per~ngkat Derah di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

d. Pc;Lda angkc;L 7 Orgc:LntscuH Perangk.at Daerah diganti menjadi 
I . 

Sc:Ltuan Kerja Perangkc:Lt Da~rah .. 

e. Pada Pasal 6 ditambah 2 oyat y~itu : , ' 
I I 

(2) PenyelenggQ.rc:Lan Pelayan!an publik sebagaimana dimaksud 

pada 4yat (l) meliputi: i 
a. pelayanan barang publtk; 

b. pe layanan jasa p1,1.~!ik. 
1
dan/atau 

c. pelayanan administrast; 
I I · 

(3) Pelayana.n sebagaimana fimaksud pada a.yat (2) yaitu yang 

diselenggt;zraka.n oleh: 1 



a. SKPD; dan 

b. BUMD. 
i 

f. Bab II menjadi POLA PipLA i. NAN! PUBLIK yang terdiri dari 2 

pa.sal yaitu : I 1 

Peuaz7 
I ! 

Pola penyelenggarac;m pela.yanan publik meliputi: 
i 

! 
I 

a. Fungsional; 

b. Terpusat; 
'' 

c. Terpadu. 

Pasal8 

(1) Penyelengg~raan pel~yan1an publik dengan pola fungsion~l 

sebagaimana dimaksud ' dalam P"sal 7 huruf a yaitu 

pelayanc;m publik ya~g d1selengg"rakan oleh Penye~enggara 
sesuai dengan tugt:~J~, funu,si dan kewenangan. 

(2) PenyelenggC1.ra~n pel"ya1an pr.lblik dengan pola terpusat 

sebagaimana dimaksud ' dalaln Pa.sa! 7 huruf b yaitu 

pe!ayanan pub!ik yang diberikan secara tunggal oleh 

Penye!enggara berda.sarkan pe!impahan wewenang sesuai 

ketentuan peraturan ,peruJndcmg·undangan. 

(3) Penye!enggara«n pelayt;&~«n pTr£bli1c dengan pola terpadu 

seb«g«imana dimaksud dtz!am Pa.sal 7 huruf c terdiri ata.s: 

a. Terpadu satu atap, yaitu pe!ayanan publik yang 

dise!enggartikan da!c;tm 1 (satu) tempat yang meliputi 

berbagai }et:tis pe!ayanan yang tidak mempunyai 

keterkaitan proses danldi!ayC1.ni melalui beberapa pintu. 

b. Terpadl.l satu pir,ttu, yaitu pe!ayanan publik yang 

diselenggarakan p~dal1 (satu) tempat y«ng meliputi 

berbagai jenis pelay,nan .yang memi!iki keterkaitan 

proses dan di!ayani mera!l.li 1 (satu) pintu. ' 

g. PENYELENGGARA !:;>AN PELAKSANA menjadi Bab III ditambahkan 
' 

kata PeMBINA, PcNANGGUNGJA WAS, sehingga Bab III 
' 



berbunyi PEMBINA, PENANGGUNGJ AWAB, PENYELENGGARA 
I , 

DAN f'ELAKSANA dimulai da); pasa/ 9 s. d f'asal 15 

Bag/an Kesdtu 

Pembina dan f'enanggung Jawab 

Pas~/ g I 
I 

(1) Gubernur merupakan pemb!. a da!am penye!enggaraan pe!ayanan 

pub/ik di daerah. 

(2)Pembina sebago/mana dtinak'
1

ud ~do ayat (1) mempunyai tugas 
' I 

melakukan pemblnaan, pengawasah, pengenda/ian dan evaluasi 

terhadap pe!aksqnaan +gaf P~nye!ehfgara. 
(J) Ketentuan /eblh · !t:rrljutl rengehbl pemblnaan, pengawasan, 

pengendallan dan ilva/qasl, l:t'lal'tlr de~gan f'eraturan Gubernur. 
I . 
I 

Paso/ 10 

(1) Penanggung jawan penyelenggaraan pe!ayanan pub/ik yaltu 
' 

Sekretarls Daerah. 

(2)P.~nanggung jawab sebagal~an~ dlmaksud pada ayat (1) mempunyal 
' 

tugas sebago/ herlkut: ! 
I , 

a. Mengkoordt'nasikan kelancarpn penye/enggaraan pe/ayanan publik 

pada SKPD dan 81/MD sesu,i denga.'l standar pelayanan: 

b. Melakukan evaluasi penye!enggaradn pe!ayanan publik; dan 

c. Melaporkan pe!aksanaan do/am penye!enggaraan pe!ayanan publik 
I ' 

pada SKPD dan 81/MD kepada pembina. 
I 

h. Perubahan dari Pasal 10 menjadi Pasal.l4 ayat (1) huruf f berubah 

menjadi: 

f. melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan peraturan 
I 

perundang·undangan; 4an 

i. Perubahan pada Pasal1~ menjadi pasal 17 ayat 2 yang berbunyi : 
I 

(2) Penyusunan dan penetapan stahdar pelayanan sebagaimana dimaksud 
I I 

I 
pada ayot (1) terdiri atas : ! 



b. prosedur; 

c .. waktu; l 
d. bia.ya/tarl,f; . . 

e. produk pelayanan; d~ ata~ 
I f. penanganan pengelolaan keluhan atau pengaduan. 

j. Perubahnn pada Pasal 19 menjadi pasal 23 ditambah ayat 4 yang 

berbunyi: 

( 4) Ketentuan lebih laT\fut mengenai evaluasi kinerja diatur 

dengan Peraturan Gubemur. 

k. Perubahan pada Pasal 20 menj0di pasal 24 ditambahkan satu ayat 

menjadi 3 ayat yang berbunyi : 

(3) Ketentuan lebih laT\fut +engenai inovasi pelayanan publik 

diatur dengan Perat:U.ra1 Gubemur. ' 

I. Perubahan pada. Pasal 27 menj di pasal 31 terdapat perubahan pada 

ayat 1 yang berbunyi berbunyi :, . 
I 

Pasal 31 · 

(1) Pengawasan terhcdap penyelenggaraan Pe/ayanan publik 

mel !put/: 
I 
I 

a. pengawasan internal: c;ta1 

b. pengawasan eksternal. 

I. 

I 

m. Perubahan pada Posed 28 menja~i pasal 32 ayat 1 yang berbunyi : 

(1) Masyarakat berhak . menyampalkan pengaduan terhadap 
, I 

penyelen.r;garaan Pe/aypna1 publik. 
I 

n. 8ab VI tentang PEMBIAYAANiterdiri satu Pasal 2 ayat yaitu: 

BABVI 
' PEMBIAYAAN 

Pasal40 

(1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan pe/ayanan publik pada SKPD 

dlbebankan pada Anggara'n Pendapatan dan BeianJa Daerah 

Prnvim:i .'i11mnf1!rn Bnrnt 



I 
(2)Pembiayaan untuk penyelenggaraan pe!ayanan publik pada BUMD 

' 
' 

dtbebankan pada anggaran BUMD yang bersangkutan. 

o. Bab VII tentang KETENTUAN PENUTUP ditambahkan sbb : 

Pasal ~1 . 

Peraturan Daerch In/ ' mefjadl pedoman bag/ Pe'!'erintah 

Kabupaten dann Kata untuk 1enyusun Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaracn Pelayanan Puflik ! 

6. Konsultasi Akhir ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. 

Hasil Konsultasi Akhir ke Biro Hukum': 

a. Ranperda awol semllla ter<;liri dqri 5 Bab 36 Pasal, menjadi 7 Bab 45 
' 

Pasal, sehingga ter jadi pergeseran Bab dan pasal-pasal 

b. Penambahan Lembaran Negara pada konsideran mengingat : 

9. Peroturan Presiden Nomor 76 Tah~n 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik (l.embaran Ne~ara fepublik Indonesia Tahun 201.3 Nomor 

191); 

c. Pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 diubah meMjadi Pc:.sal 7 dan 9 serta penambahan 

Pasal 8 akibat penjabaran pengertian pelayanan publik, barang publik dan 

pelayanan administrasi sbb : 

· Pasa17 1 J! 
I I i 

Penyelenggaraan Pelayanan p~;blik $eba imana dimaksud dalam Pasal . ' 
6 hur~;f b meliputi: · 

a. pelayanan 'barang pu'blik; 

b. pelayanan jasa poq.blic; dan/a~au , 

c. pelayanan administrasi. j 



Pasal8 
i I I 

(1) Pelayanan barang publik seb,gaimafa dimaksud dalam Pasal 7 

h'Q.1'1,1f b yaitu pelayanan ye,n~ menghasilkan bentuk/jenis barang 
, •I 

yang dig"Q.nakan oleh publik. I· 
(2\Pelayanan jasa publik sebagai ana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 

yaitu pelayanan yang menghtsilkan berbagai bentuk jasa yang 

dibut1,1hkan publik. . , 

(3)Pelayanan administrasi sebagai~ana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 

a yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen 

resmi yang dibutuhkan p\lblik. : 
I 

Pasal9! 
I 

Pelayanan sebagaimRna dimaksud 
·I 

dalam Pasal 7 yaitu yang 

diselenggarakan oleh: 

a. SKP:O; dan 

b. BUMD. 

I. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Perda Pelayanan Pvblik dapot mewujudkan kepastian tentang hak, 

tanggungjowab, kewajibon qan ;kewbnongon pihak yang terkait dengon 

penyelenggaraan peloyanan publik. i 
I 

2. Diharapkan nantinya Ranperda Pelay4non P~blik dapat mewujudkan sistem 

penyelenggoraan pelayanan publik yarlg baH~. sesuai dengan asas-asas umum 

penyelenggoraan pemerintahan yang baik. 

3. Perda Pelayanan Publik dopat terpenuhinya hak-hai<' masyarak,.t dalam 

memperoleh pelayonan publik yang boik. 
I 

4. Setiap SKPD yang melaksanakon kegiatah pelayanan publik mempunyai 

Standar Operasional Prosedur. 



B. Saran. 

1. Setiop SKPD penyelenggora P~,layJnan Publik horus mencantumkon SOP 

kegiatan. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Evaluasi pelaksanaan Pelayanan dil~kukan maximal sekali tiga bulan. 

Menyediakan kotak Indek I Kepu~anan Masyorakot disetiop 

penyelenggara PelaytJnan PubHk 
I . . , 

Perlu menyiapkan peraturan 1gubernur 
1 

untuk pelaksananan PERDA 
. I 

tentang Penyelengaran·Pelayanan Ppblik. 
1 
i 

Perlu dilakukan Sosialisasi ke Ka~upateh dan Kota untuk menyamakan 

persepsi, pemahaman dan Impelmentasi PERDA tentang Penyelengaran 
! 
' Pelayanan Publik, Sehingga ~ela~anan yang dilakukan sesuai dengan 

' .. 
Peraturan daeroh yang dibuo11 ole Provinsi, dapat menjamin kepastian 

' 
hukum dan terpenuhinya hak-hbk d ri ma~yarakat. 

' '' ' 

6. Diharapkan agar Pemerintah Provi si Suthatera Barat dan pihak terkait, 

agar mengimplementasikan Perda ini secara baik dan benar. 
! i 

' 

II. Penutup 

Demikian laporan hasil Pansusi pembahasan Ranperda tentang 
' 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini disampaikan, komi mengharapkan 
' 

m·Jsukan, pendapat dan saran dalam rapat gabungan ini untuk 

kesempurnaan Ronperda tentang Pe~yelenggaraan Pelayanon Publik. 



1. 

2. 

3. 

4 .. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

! 
I 
,I 

Demikianlah, banyak maaf 

hidayah. 

aitas segala 

I : I' 

kekhilafan, Bil/ahi taufiq wal 

• ! 

Wasslamu'alaikum Wr.WB. I 
' 

Pad11ng, 3 Agustus 2015 
! 

Panitia Khusus Pembahas Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

DPRD Provi,nsi fumateralarat 

Ketua : ~Se rete 1s 

Drs. H. RMIATI 

Panitia Khusus Tim Pembahasan 

Ir.H.Arkadius DUnton Sano, MM. MBA Wakil Ketua DPRD Prov.Sumbar 
0 -

Drs. H. APRIS Ketua 
I 

H. DARMON, S.Ag, MM Wakii'Ketua 

Dra. ARMIA TI pekretaris 
I 

I 

Drs. H. ARISTO MUNANDAR 
0 

~nggota 
i 

ZULKENEDI SAID, S.Sos !~nggo~a 
' I 
' 

H. SAIDAL MASFIYUDDIN, SH Anggota 

DARMAN SAHLADI, SE Anggota 
I 

H. NOFRIZON, S.Sos ?\nggota 

H. SUWIRPEN SUIB, S.Sos Anggota 

SUDARMISAOGO J.\nggota 

J ASMA JUNI Dt. GADAN~, SE ,f.nggota 
! 

··-



13. Drs. H. SYAHIRAN, MM Anggota 

·-
14. AHMAD RIUS, SH i 

I 
I 

15. H. INDRA Dt. RAJO LELO, SH, MM 

16. H. AMORA LUBIS, S.Sos.I 

17. Drs. NOVI YULIASNI Dt. PADUKO ' 

RAJO 
18. H. IRADDA TILLAH, S.Pt ' 

19. H. SUL TANI, M.Si 
I 
I 

20. H. TRINDA FARHAN $ATRIA, ST, MT I 
I 

21. EVEL MURFI SAIFOEL, ST 

22. TAUFIK HIDAYAT, SE I, 

23. KOMI CHANIAGO, SH 
II 

24. RIVA MELDA 
' 

I 
I 
I 

i ' 


